
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR: 9 TAHUN 1989 SERI D NO.3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 1988

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT l JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa pungutan Desa sebagai salah satu sumber pendapatan 
Desa dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat 
Desa perlu diatur sehingga lebih berdaya guna dan berhasil 
guna ;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No­
mor 5 Tahun 1979 jo. Pasal 2 dan 11 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982, dipandang perlu se­
gera mengatur Pungutan Desa dalam Peraturan Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
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NOMOR: 9 

LEMBARAN DAEIWI 
PROPINSI DAERAII 'ONG.KAT I 

JAWATENGAH 

TAHUN 19119 SERI D N0.3 

PEIATURAN DAIIWI PROPINSI DAERAH 11NGKAT I 
JAWATENGAH 

NOMOR 21 TAHUN 1988 

TENTANG 

PUNGUTAN DESA 

DENGAN RAHMAT 1lJHAN 'YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAEIAH TINGKAT I JAWA ~All 

Menimbaq : a. bahwa punsutan Desa sebagai salah satu sumber pendapa1an 
Desa dan merupakan salah satu bentuk panisipasi masyarabt 
Desa perlu diatur sehingp lebih berdaya guna dan berhasil 
guna; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Wldang No­
mor 5 Tahun 1979 jo. P..ual 2 dan ll Peralw--dn Menteri 
DJJam Negeri Nomor 2 Tahun 1982,. dipandang perlu so­
gera mengatur Punguran Desa datacn Peraturun Daerah ~ 
pinsi Oaerah 1ingka1 I Jawa Tenpli 
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentuk­
an Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten­
tang Bentuk Peraturan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ten­
tang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan 
dan Pengawasannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 ten­
tang Pungutan Desa;

Peraturan Daerah IVopinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Mu­
syawarah Desa;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah 
Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat 1 Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

5.

6.

7.

8.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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I. Undang-undang Nomor 5 Tahlm 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah ~ 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentuk­
an Propinsi Jawa Tengah ; 

3. Undang-undang Nomor S Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa; 

4. Peraturan Menteri l>dlam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan D.lerah: 

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ten­
tang Bentuk Peraturan Daerah ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1982 ten­
tang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Pengurusan 
dan Pengawasannya ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 ten­
tang Pungutan Desa ; 

7. Pera1uran Daerah Propinsi Daerah lingkat I Jawa Tengah 
Nomor 3 Tahun 1983 renla!"I Pembentukan lembaga Mu­
syawarah Desa ; 

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah 1ingkat l Jawa Tengah 
Nomor 4 Tahun 1983 tenta" Keputusan Desa. 

Dengan persetujuan Dewan Pe1Wakilan Rakyat Daerah Propinsi Daemh 
Tingkat J Jawa Tengah 

MEMUTUSKAN: . 

Meaetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH TENTANG PUNGlff AN DESA 

BAB I 

K£TENllJAN UMUM 

Pasal l 

DaJam Per.uuran Dacrah ini yang dimaksud dengan : 
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a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah ;

c. Bupati/WalikoUmadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah ;

d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 
Tengah;

e. Desa adalah suatu Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang 
ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di- 
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi peme­
rintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan ru­
mah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

f. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 

Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor $ Tahun 1979;

g. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa yang berada 

di Prc.' Znsi Daerah Tingkat I Jawa lengah, yang keanggotaannya terdiri atas 

Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyarakatan dar Pe­

muka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan ;

h. Keputusan Desa adaalah segala Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala 

Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah 

Desa, serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala 

Daerah;

i. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang merupakan pelaksanaan Ke­
putusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, sepanjang tidak bertentangan de­
ngan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang ber­
laku.

J. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan 
atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan ke­
mampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan melalui Ke­
putusan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di Desa;
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a. Daerah adalah Propinsi Daerah lingkat I Jawa Tenph ; 
b. Gubemur K.epala Daerah adalah Gubemur Kepala Oaerah Tmgkat I Jawa 

Tengah; 

c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah Tiflgkst II di Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Teng.ah ; 

d. C.amat adalah Kepala Wtlayah K«amatan di Propinsi Daerah Tmgkat 1 Jawa 
Tengah: 

c. . Desa adalah suatu \\\!ayah di Propinsi Daerah lingkat I Jawa Tengah yang 
ditempali oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di• 
dalamnya kesatuan masyarakat hukwn yang mempunya.i organisasi peme­
rilllahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyele~n r'J­
mah tangganya sendiri dalam lkatail Negara Kesatwtn Republik Indonesia ~ 

f. Pemerintah Desa. adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tmgkal I .Jawa 
Teng.ah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Uooang Nomor ~ Tahun 1979; 

g. Lemb-tg.a Musyawarat: Desa adalah Lef(lbaga Musyawarah Dcsa yang beratia 
di Prc-;:,insi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah. yang ke.anggotaannya terdiri at.as 
Kepala-kepala Duswt, Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyaralcatan dar, P::• 
muka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkulan ; 

h. Keputusan Desa adlalah segala Kepulusan yang telah ditetapltan olch Kepala 
Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah 
Desa, sena telah meooapatkan pengesahan dari Bupati/WaJikotamadya K.epala 
Daerah; 

i. Kq,utusan Kepala Desa adalah Keputusan yang mc,upakan pelaksanaan Ke­
putusan Dcsa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerin~ 
pembangunan. dan kemasyarakatan di Desa, sepanjang tidak benenlangan de­
J¥1ll kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-Wldangan yang ber­
laku. 

J. Pungutan Desa adalah sega1a pungutan bait berupa uans maupun benda dan 
atau berang yang dilakutan Pemerintah Desa, beniasartan pertimbangan ke­
mampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditctapkan melalui ~ 
pu&usan Desa dalaln rangka peninakatan penyelenggaraan pemcrintahan dan 
pembangunan di DeSI ; 
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BAB II

JENIS-JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 2

(1) Jenis Pungutan Desa adalah :

a. Pungutan yang berasal dari urunan dan/atau iuran, sesuai dengan kla­
sifikasi mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan 
ekonomi;

b. Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak surat surat keterangan 
dan administrasi;

c. Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan 
klasifikasinya;

d. Pungutan berupa pologoro ;

e. Pungutan-pungutan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur 
Kepala Daerah.

(2) Selain jenis-jenis pungutan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan Pu­
ngutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak.

BAB III

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa.

(2) Pungutan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala 
Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGESAHAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

(1) Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa di­
maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan 
Desa.

(2) Keputusan Desa mengenai Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku
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BAB II 

JENIS-JENIS Pl.lNGllfAN DESA 

Pasal2 

(I) Jenis Pungutan Desa adalah : 
a. Pungutan yang beraral dari unman dan/atau iuran. sesuai dengan kla­

sifikasi mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan 
ekonomi; 

b. Pungutan yang berasal dari penggant ian ongkos cetak surat surat keterangan 
dan admini'itras.i ; 

c. Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan 
klas.ifikasinya ; 

d. Pungutan berupa pologoro ; 
e. Pungutan-pungutan lain yang alum ditetapkan lebih lartjut oleh Gubemur 

Kepala Daerah. 
(2) Selain jenis-jenis pW1gutan dimaksud ayat ()) Pasal ini, dapal dilakukan Pu­

ngutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak. 

BABIII 

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUf AN DFSA 

Pasal 3 

( l) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Purcu1an Desa. 
(2) Pungutan Desa di.maksud dalam ayat (I) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala 

Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Lembaga Ketalwtan Masyarakat Desa. 

BAB IV 

PENETAPAN DAN PENGFSAHAN PUNGUfAN DFSA 

Pual4 

(I) Ketcnluan besamya pungutan dan pelaksanaan penarikan PurcUlan Deu di­
maksud Pasal 2 ayat ( l) Peraturan Daerah ini ditelapkan de,wan l(eputusan 
Desa. 

(:'.') Keputusan Desa me~enai Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku 
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untuk satu tahun anggaran.

(3) Keputusan Desa mengenai Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku 
setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Pungutan Desa dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dila­
kukan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Keputusan Kepala Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan atas dasar mu- 
syawarah/mufakat dengan Lembaga Musyawarah Desa.

(3) Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaporkan 
oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah melalui Camat

BAB V

PENGURUSAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

(1) Perencanaan penggunaan dan pengurusan Pungutan Desa dimaksud Rasai 2 
Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran 
Keuangan Desa.

(2) Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa dimaksud Pasal ini di­
masukkan dalam Kas Desa*.

(3) Pungutan Desa dimaksud Pasal 2 ayal (2) Peraturan Daerah ini tidak dibe­
narkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tiyuan yang telati di­
musyawarahkan dan dimufakati bersama dengan Lembaga Musyawarah Desa.

(4) Hasil Pungutan Desa dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dipergunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tingkat 
Desa.

Pasal 7

Pungutan Desa dilaksanakan dengan administrasi yang tertib, teratur dan 
dapat dipertanggungjawabkan.
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untuk satu tahun ;qgaran. 

(3) Keputusan Desa mercenai Pu~uran Desa dimaksud ayat (I) Pasal ini berlaku 
setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Wllikotamadya Kepala Dacrah. 

PasaJ5 

(I) Pungutan Desa dimaksud pasal 2 ayat (2) Peratw.tn Daerah ini dapat dila­
kukan dengan KepulUSan kepala Desa. 

(2) Keputusan Kepala Desa dimak.sud ayat (I) Pasal ini ditetapkan atas dasar mu­
syawarah/mufakat de•n Lembaga Musyawarah Desa. 

(3) Pelaksanaun Kepulusan Kepala Desa cllinak.sud ayat (2) Pasal ini dilaporkan 
oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah melalui Cunat 

BAB V 

PENGURLSAN PUNGUf AN OF.SA 

Pasal6 

(I) Perencanaan penggunaan dan pengurusan Pungutan Desa dimaksud Pasal 2 
Peraluran Dae rah ini ditetapkan dalam Anggarnn Penerimaan dan Pengeluaran 
Keuangan Dcsa. 

{2) Scmua pendapatan yang bernsal dari Pungutan IA.~ dirnaksud P'.tsal ini di-
masukkan dalam Kas De~ · • 

(3) l\mgulan Desa dima'bud P·.1sal 2 ayal (2) Periuw-an Daerah ini tidak dibe­
narkan dipergunak.an untuk mernbiayai kegiatan lain dari t\.liuan yang telarrdi­
musyawamhkan dan dimufakati bersama dengan Lembaga Musyawarah Desa. 

(4) Hasil Pungutan Desa dimaksud Pasal 4 PeratW'8n Daerah ini dipergunakan 
umuk kepentingan penyelenggaraan pernerintahan dan pembangunan tingkal 
Desa. 

Pasal? 

Pungutan Desa dilaksanakan dengan admin~trasi yang tertib, teratw- dan 
dapat dipertanggungjaw.tbkan. 
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BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Pungutan Desa, Kepala Desa :

a. Bertanggungjawab kepada Bupati/Wikotamadya Kepala Daerah melalui 
Camat;

b. Wajib menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Mu­
syawarah Desa.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/ 
Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur 
Pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan/atau tidak se­
suai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan 
lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 
Tengah
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BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

().slam pelaksanaan Pu~utan Desa. Kepala Desa: 

a. Bertanggurfjawab ke!>fda Bupati/Wllikotamadya Kepala D.lerah me\alui 
Carnal; 

b. W.1jib menyampaikan keterangan penanggunfjawaban kepada Lembaga Mu­
syawarah Desa. 

BAB VII 

PENGAWASAN 

Paul9 

Pengawasan terhadap pclaksanaan Pungulan Desa dilakukan oleh Bupati/ 
Walikotamadya Krpala D.ierah atau Pejarut lain yang diruqjuk olehnya. 

8 AB VIII 

KETENI\JAN PEN\JllJP 

Pasa1 JO 

Dengan berlakunya Peraturan D.terah in~ semua kelentuan yang me~tW' 
Pung utan Desa dan ketentuan-ketenluan lain yang benentangan dan/atau tidak se­
suai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal II 

I lal-haJ yang belum diatw- dalam Peraturan Daerah ini akan ditdapkan 
lebih Janjul oleh Gubemur Kepala Daerah sepaqa~ me"'enai pelaksanaaMya. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada taaual diundanpan. 
Agar supaya setiap orang me-.e1ahuinya, memcrintahbn percundangan 

Peratwan Olk:rah jni datam Lembalan Daerah Propinsi Daerah T1111kat I Jawa 
Teng.ah. 
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Semarang, 30 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH JAWA TENGAH

KETUA,

m ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal, 7 Maret 1989 Nomor: 79333 - 188.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah Nomor : 9 tanggal, 31 Maret 1989

Seri : D No. : 3

SEKRETARIS WOAYAH/DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

YmL

ttd.

Db. waloeyo tjokrodarmanto
NIP. 010 014 956 

Pembantu Gubernur Jawa Tengah 
untuk Wlayah Semarang
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Smmana. JO ... 191l 

DEWAN PERW.\IUUN RAKYAT DAERAH . OlJBERNUR KE.PALA DAl!1WI TINOl,\T I 
PIIOPINSI DAfJWI TINOKAT I JAWA TENGAH JAWA 11:NOAH 

KEllJA, 

Ir. SOEK0RAHARDJO ISM A I L 

Disahtan olcb Meoteri Dawn Nepri denpn ~tusannya 
taaaal. 7 MIRt 1989 Nomor: 793.33 ·- 188. 

Plondantbn ~ LcmbulD Daerah Propinsi Daerah llngbt I 

Jawa Tenpb Nomor 9 tm,aal.31 Maretl989 

Seri ':D No. : 3 

SEICRETARIS WD.AYAH/DAERAH 11NGKAT I 
JAWA'IENOAH 

Ya. 
ttd. 

Ors. WAI..OEID TJOKRODARMAN'IO 
NIP. 010 014 956 

Pembantu Oubenur Jawa Tenph 
untuk \Wayah Semarq 
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT f

JAWA TENGAH 

NOMOR : 21 TAHUN 1988 

TENTANG

PUNGUTAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pungutan Desa sebagai salah satu bentuk gotong royong dan par­
tisipasi Masyarakat Desa di Wilayah Propinsi Daerah Tingat 1 Jawa Tengah ada­
lah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Desa yang sangat potensial, 
dan telah melembaga serta berkembang sejak lama jauh sebelum lahirnya 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1079 tentang Pemerintahan Desa.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah­
an, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Desa serta demi ketertiban, pe­
ningkatan daya guna dan hasil guna, perlu diadakan pengaturan tentang Jenis, 
Bentuk, Pengurusan, Pertanggungjawabkan, dan Pengawasan terhadap pelak­
sanaan Pungutan Desa tersebut, dengan harapan agar Masyarakat Desa tidak 
alam menjadi sasaran pungutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung­
jawab serta dapat menikmati dampak positip atas keterlibatannya dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan Masyarakat 
Desa itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai pula dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negen Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa, ditetapkanlah 
Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cdkup jelas.

Pasal 1 ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan Iuran adalah Pungutan
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PENJELASAN 

ATAS 

PERA1URAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NO.MOR: 21 TAHUN 1988 
TENl'ANG 

PUNGUTAN DESA 

I. PENJELASAN UMUI\.L 

Pungutan Desa sebagai salah satu bentuk gotong royong dan par­
tisipasi Masyaraluu DeStl di \½layah Propinsi Daer.th lingat I Jawa Tengah ada­
lah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Desa yang sangat potensial 
clan telah melembaga sena berkembang sejak lama jauh sebelum lahirnya 
Undang-undang Nomor 5 Tahun I Q79 tentang Pemerintahan Desa. 

Oleh karena itu daLI m rangka pcningkatan penyelenggaraan Pemerintah­
an, Pembangunan dan Pembinaan Masyarak.al Desa sen.a demi ketertioon. pe­
nirgkatan daya gw,a clan hasil guna. perlu diadakan pengaturan tentang Jenis, 
llenluk, Pengurusan, Pertanggungjawabka.n, dan Pengaw.asan terhadap pelak­
sanaan Pungutan Desa tersebut. dengan harapan agar Masyarakat Desa tidak 
a:;an meajadi sasaran pungutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung­
jawab serta dapat menilunati dampak positip atas keter1iblltannya dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan, dan pembinaan Masyarakat 
Desa itu sendiri. 

Berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai pula dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 Tamm 1982 tentana Pungutan Desa.. ditetapkanlah 
Peraturan Daerah ini. 

II. PENJE~AN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 OJkup jelas. 

Pasal I ayat (I) huruf a Yang dimaksud de11Jan hnn adalah Ptu~utan 
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Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ke* 

pada Masyarakat yang bersifat rutin, baik waktu 

maupun jumlah besarnya.

hunifb 
huruf c

Cukup jelas.

Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan- 
perusahaan yang ada di Desa ikut serta dalam 
mewujudkan kcgotong-royongan di Desa.

huruf d Yang dimaksud dengan Pologoro ialah Pungut­
an Desa yang berasal dari adanya peralihan hak 
atau sewa menyewa alas barang yang dilakukan 
dihadapan dan atau disaksikan Kepala Desa/ 
Perangkat Desa.

huruf e Cukup jelas.

ayat(2) Yang dimaksud dengan kegiatan sosial yang 
bersifat mendesak misalnya penanggulangan 
bencana alam.

Pasal J ayat (1) 

ayat(2)

CUkup jelas.

Pelaksanaan Pungutan Desa tidak boleh dise­
rahkan kepada organisasi sosial kemasyarakat­
an atau pihak lainnya.

Pasal 4 s/d 12 Cukup jelas.

57

ayat (2) 

PJsal J aydl (I) 

ayal(2) 

P-.tsaJ 4 s/d 12 

hurufb 
hurufc 

hurufd 

hurufe 

I 

Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Oesa kc• 
pada Muyarakat Yan& bersifal rutin. baik w-.aklu 
maupun jumJah besamya. 

OJkup jelas. 
Kctenluan ini dimaksudkan agar perusahaan­
perusahaan )'8JW ada di Oesa ikut serta dalam 
mcWl.liudkan kegotong-royongan di' Oesa. 

Yang dimaksud dergan Pologoro ialah Pungut­
an Desa yang berasal dari adanya per.tlihan hak 
atau sewa menyewa alaS baran& yang dilakuk.an 
dihadapan dan atau disaksikan Kq,ala Desai 
Per.qkalDesa. 

OJkup jelas. 

Yang dimaksud de~n kegiatan sosial y.q 
bersifal mendesak misalnya penanggula,wan 
benama alam. 

OJkup jelas. 

Pelaksanaan Pungutan Oesa tidak. boleh dise­
rahkan kepada oqanisasi sosial kemasyarabt­
an atau pihak lainnya. 

Olkup jelas. 

S7 


